
Menimbang 

Mengingat 

DHARMOTTA."\U SATYA PRAJA 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

PBRATIJRAN DAERAH KABUP ATEN SEMARANG 

NOMOR 8 T AHUN 2000 

TENTANG 

PERATURAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

bahwa dengan berlalawya {Jndang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Dacrah dan Keputusan Mentcri Dalam Negeri Nomor 64 
Tahun 1999 teotang Pedoman Umum Pe,,gaturan Mengenai ~ maka 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa ; 

I. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propiosi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tcotang Perubahan Batas-batas 
Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat ll Semarang 
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembarao Negara 
Nomor I 652) ; 

3. Uodang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemcrintahan Daenh 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tarobahan Lembaran Negara 
Nomor3839) ; 

4. P«aturan Pemerintab Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotarnadya 
Daerah Tingkat TI Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, 
TarnbahanLembaran Negara Nomor 3079); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 19\!2 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat n Salatiga dan .Kabupaten Daerah 
Tingkat ll Semarang (Lembaran Neg;,ra Tahun 1992 Nomor 114, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 3500); 

6. Kepurusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman 
Umum Pengaturan Mengenai Desa ; 

• 

• 
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No1DOr 4 Tahun 2000 tcotang 
Pedoman Pembentukan Badan Perwaltilan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten SemaraD8 Tamm 2000 Nomor 18 ); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000 teotang 
Su.sunan Organisasi dan Tata Kerja Pernerintab Dosa (Lembaran Daerah 
l<abopaten Semarang Tahun 2000 Nomor 19 ); 

Memp,rnatikan : I. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 TahUJ\ 2000 tentang Manual 
Penyusunao Produk Hukum Daerab (Lembarao Daerah Kabupaten Sffllarang 
Tahun 2000 Nomor 11); 

2. Keputusan Dewan Perwakilao Rakyat Daaah Kabupateo Semarang 
Nomor 12 Tabun 2000 1entang Pcr.;etujuao. Peoetapao Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Teotang Pemeriotahan Desa/Kelurahao ; 

Deogan Persetujuan 

DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratwan Daerab ini, yang dimaksud dengan : 
1. Desa adalah kesatuan masyaralcat bukum ·yang memililci kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingao masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan ada1 istiadat setemp<lt yang diakui dalam Sistem 
Pemcrintahao Nasional dao berada di Daerah Kabupaten Semarang. 

2. Peraturan Desa adalah pcraturao yang ditetaplcan oleb Kepala Desa dengan 
persetujuan BPD. 

3. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyeleoggaraao 
Pemcrinlahao yang bertanggung jaw ab kepada rakyat melalui BPD . 

4. Badan Perwalcilan Dcsa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan 
Perwakilan Desa yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di 
Desa yang berfuogsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturao Desa, 
menampuog dao menyalurkan aspirasi masyaralcat, scna mclakukao 
pengawasao terhadap penyelenggaraan Pemerintahao Dcsa. 

S. Pemerintah D-adalah Kepala Dosa dan Perangkat Desa . 

6. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa 
sebagai tindalc laojut Peraturan Desa atau ketentuan lain yang bersifat 
mengatur atau meoetapkan . 
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7. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang . 

8. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjumya disebut Pemerintab 
Kabupaten adalab Bupati Semarang beserra Perangkat Daerah l<abupaten 
Semarang scl)agai Bacla.n EksekutifDaerah. 

9. Pemerintab Pusat yang selanjutnya disebut .Pemerintah adalab Perangkat 
Negara Kesatuan Republik Jndooesia yang terdiri dari Prcsideo dan para 
Menteri . 

JO. Pemeriatab Propinsi Jawa Tengah yang selMjutnya disebut PemeriotJlh 
Propinsi adalah Gubernur Jawa Tengah besena Perangkat Daerab Propin.si 
sebagai Badao EksekutifDaerab . 

BAB IT 

BENTIJK PERATIJRAN DESA 

Pasal 2 

Beo111k Peraturao Desa ditetapkao scl)agaimMa tercantum dalam LampirM 
Peraturao Daerah ini. 

BAB III 

MlJAT AN MATER! PERATURAN DESA 

Pasal 3 

Malcri yang di atur dengao Peraturan Desa adalah materi yang : 
a membebani masyarakat Desa ; 
b. membebani keuangan.Desa. 

Pasal 4 

Di dalam Peraturan Desa clapat Jt>Cllluat ketentuan tentang pembebanao biaya 
g8Jlti rugi atas pelanggaran Peraturan Desa . 

Pa.sat S 

Penentuaa adaoya pelanggaran terhadap Peraturan .Dcsa ditentukan Kepa)a Desa 
danBPD. . 

Pasal 6 

Peraturao Desa tidak boleb bertentangan deo88Jl : 
a. kepentingan Umum ; 
b. peraturao Desa yang lain ; 
c. peraturao Daerah Kabupaten Semarang ; dan atau 
d. peraturao Perundang-undangM yang lebih tinggi. 
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BAB N 

TATACARA PENETAPANPERATURANDESA 

Bagian Kesatu 

lnisiatif Pemerintllh Desa 

PasaJ 7 

(I) Pcrangkat Desa dapat mengajukan Pra Rancaogan Peraturan Dcsa kepada 
Kepala Desa-

(2) Dalam haJ Kepala Desa menyerujui Pra Rancansi,n Peraturan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), maka Kepala Desa mengadakan 
rapat dengan Pera08kat Desa, untuk membahas Pra Rancaogan Peraturan 
Desa tersebut . 

(3) Dalam rapat Pra Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
aya1. (2), dibahas secara mendalam "'hingsa meojadi Rancangan Peraturan 
Desa 

Pasal 8 

(1) Kepala Desa dengan surat penganlM menyunpaikao Rancangan .Peraturan 
Desa kepada Ketua BPD yang berisi pennintaasn untuk diadakan 
pembahasan benlama. 

(2) Dalam waktu 5x24 jam pimpinan BPD 
mempertimbangkan Rancangan Peraturan Desa-

membahas dan 

(3) Apabila berdasarlcan perfunbangan dari Pimpinao BPD, pengaturan urusao 
yang tertuaog di dalam Rancangan Peraturan Desa tersebut tidak atau 
belum d.iperlukan, maka dikembali.kan kepada Kepala Desa disertai 
de,,gan penjelasan tertulis. 

(4) Dalam haJ Pimpinan BPD berpeodapat bahwa pengaturan urusan yang 
tettuang di dalam Rancangan Peraturan Desa tersebut diperlu.kan, maka 
Ketua BPD mengagendakan rapat pembahasan l.uncangan Peraruran Desa 
betsama deogan Pemerintah Desa sampai menjadi Peraturan Desa. 

Pasal 9 

(I) Peraturan Desa yang tclab memperoleh pe,setujuan BPD, dituanglam 
dalam Keputusan BPD. 

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimabud dalam ayat (I) ditandataogani 
olob Ketua BPD dilampiri oaskab le.ngkap Peraturan Desa-

(3) Beroasarla!n Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa . 

( 4) Peratwan Desa ditandalllngani oleb Kepala Desa. 

(5) Peraruran Desa sebagaimana dimaksud dala:m ayat (4) tidak memerlukan 
pengesahan Bupati Semarang . 
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Bagian Kedua 

lnisiatif Anggota BPD 

Pasal JO 

(I) Anggota BPD dapat mengajukAn Pra Ranca.ngan Peraturan Pesa sebagai 
usu) prakarsa. 

(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) disampailcan kepada 
Pimpinan BPD dalam beotuk Pra Rancangan Peraturan Pesa disertai 
penjelasan seeara tenulis . 

(3) Dalam bal Pimpinan BPD be,pendapat bahwa usu! prakarsa tersebut dapat 
diwujudkan, maka Ketua BPD mengageodak:.an rapat pernbabasan bersama 
semua anggota BPD clan Peme.rintah Desa. 

Pasal 11 

( I) Dalam rapat pcmbahasan sebagaimana dimalcsud dalam Pasal IO ayat (3), 
para anggota BPD dan Pemcrintab Desa diberi kesempatan untuk 
mengemukakan pandangan 

(2) Da1am rapat pcmbahasan selanjutnya, pemrakarsa momberikan jawaban 
atas pandangan para anggota BPD dan Pemerintah Desa, dan rapat diakhiri 
dqan Keputusan Ketua BPD yang menolai atau meneri.ma usul prakarsa 
menjadi prakarsa BPD. 

(3) Usul prakarsa yang diterima menjadi prakarsa BPD, disampaikan kepada 
Pemerintah Pesa guna di proses sebagai Rancangan Peraturan Pesa . 

Pasal 12 

Pembabasan Rancangan Peraturan Desa sampai dengan penetapan Rancangan 
Peratutan Pesa usul prakarsa BPD sampai mcojadi Peraturan Pesa mengikuti 
keteotuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l), ayat (2) dan ayat (4) 
serta Pasal 9. 

.BABV 

PELAKSANAAN PERATURAN DESA 

Pasal 13 

( I) Peraturan Pesa dilaksanakan oleh Pemerintah Pesa. 

(2) Peogawasan atas pelaksanaao Peraturan Pesa dilalrukan oleh BPO. 
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BAB vr 

PENGAWASANDANPEMBINAAN 

Pasal 14 

Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan ltepada Pemerintah 
Kabupaten Semarang paling lambat dua minggu setelah ditetapbn detJsan 
tembusan Camat. 

Pasal 15 

(I) Pemerintah Kabupaten Semarat1g dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) ban dapat membatalkan Peraturan Desa dan KeputUS&n Kepala 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 , yang bertentangan detlgan 
kepentingan umum, Peraturan Desa yang lain, Peraturan Oaerah 
Kabupateo Semarang dan atau pcraturan perundang-uodangan yang lebih 
tinggi tingkatannya. 

(2) KepulWall perobatalan Peraturan Desa dan Kepulllsan Kepala Desa 
~imana dimaksµd dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah 
Desa yang bersangltutan dan BPD de,,gan menyebutkan alaaan-alasannya. 

(3) Pemerintah Desa yang tidal< dapat menerima Keputusan pembatalan 
Peraturan Desa dan Kcputusan J<epala Desa seba8ai,mana dimaksud dalam 
ayat (2), dapat mengajukan kcbetatan kepada Pemerintah dan atau 
Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten 
Semarang. 

BAB VIl 

KETENTIJAN PERALIHAN 

Pasal 16 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Desa yang telah ada 
masih tetap berlaku sebagai Peraturan Desa sepa.njang tidak berteolllngan 
dengan kepentingan uirum, Pcraturan Oesa yang lain, Penturan Oaerah 
Kabupaten ~ng da'n atau Peraturan Pcruodang-undangan yang lebih 
tinggi. 

l 

I 
I 
! 
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BAB Vlil 

PENUTUP 

PasaJ 17 

Peraturao Daei:ah ini mulai berlaku pada .tanggal diundanglcan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini deJl8AD peoempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang. 

Ditetapkan di Ungaran 
Padatanggal 10 .,o-"ooo 

~ IIAEIIN1 1 
-<-t llNG&ll.: ,!-_!f>:llooo 

.AE"AH -- 1 

• 

., 

i 
I 

\ 



L UMUM. 

. g. 

PENJBLASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
NOMOR 8 T AHUN 2000 

TENTANG 
PERATURAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA 

BUPATI SF.MARANO , 

Berdasarkan dengan berlalrunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentllng 
Pemerintahan Daerah llhususnya Pasa1 111 Uodaog--undang yang meoyatakao babwa " 
Pengaturan lebih lanjut meogenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah .Kabup11eo, sesuai 
dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarlran Undang-undang ini •. 
maka keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 teotang Pedoman 
Umum Peogaturan Mengeoai Desa . 

SaJah satu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang daJam rangka roelaksanalcan 
ketentuan Paoal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dao Keputusan Menteri Oalam 
Ncgcri Nomor 64 Tahun 1999 tersebut diatas adalah Peraturan Oaerah Kabupateo Semm-ang 
tentangPtraturanDesa . 

IL PASALDEMIPASAL 

l'asal I 

Cukupjelas 

Pasal2 

Cukup jelas 

Paul 3 

Huruf a 

Membebani disini tidak hanya membebluu daJam arti keuangan dan tenaga tdapi juga 
meogurangi kebebasan dan membatasi hak-hak masyarakat Desa. 

Huruf b 

Cukup jelas 

Paal 4 

Pembebanan biaya ganti rugi atas pelangguan Peraturan Desa dimaksudlcan sebagai upaya 
untuk tegaknya Peraturan Desa. 

Kata "dapat'' disini dimaksudkan semua Peraturan Desa tidak harus mencantumka.n 
keten.tuan pembebanan biaya ganti rugi, hendaknya hanya dilalmkan dalam haJ yang 
S8ll81't perlu saja dengan cara seimbang sesuai dengan betat riogannya pelanggaran. Besar 
kecilnya biaya ganti rugi dicantumkan lang,,ung dalam Peraturnn Desa yang bersangkutan. 
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Kepala Desa dan BPD didalam menentukan adanya pelanggaran Peraturan Oesa, 
dilak!M!Nlkan secara bersama dan dalam waktu yang bersamaan. 
Biaya ganti rugi yang dibayar pelanggar, merupalcan pendapalan Desa. 

Pasal 6 

Huruf a 

Cukupjelas 

Huruf b 

Peraturan Desa yang satu dengan yang lain dalam 'satu Desa tidak bolah sating berteruangan 

Huruf c 

Cukupjelas 

Huruf d 

Cukupjdas 

Pasal 7 

Ayat (I) 

Pra Rancaogan Peratutan Oesa berbentuk uraian secara tortulis yang menggambarkan latar 
belakang, maksud dan tujuan seru hal-bal lain yang alcan diatur dalam Peraturan Desa. 

Ayat (2) dan (3) 

Oalarn rapat pembabasan Pra Rancangan Peraturan Oesa sampai menjadi Rancangan 
Peraturan Desa, Perangkat Desa yang terkait langsUJ18 ~ogan materi yang alcan diatur 
dalam Pcraturan Dosa barus selalu hadir, tanpa kehadiran Perangkat Oesa terseout rapat 
pembahasan tidak dapat dilanjutkan 
Narnun demikian sebalilcnya, tanpa kehadiran Perangkat Desa yang tidak terkait langsung 
densar, materi yang alcan diatur dalam Peraturan Desa,. tidak mengakibatkan rapat 
pembaha.san tidak dapat dilanjutkan. 
Perangkat Oesa yang tidak terkait dengao materi yang alcan diatur dalam Peraturan Oesa, 
yang tidak hadir dalam rapat pembahasan, harus menyetujui basil rapat pembahasan. 

Dalarn Rancangan Peraturan Desa, materi yang diarur sudah tersusuo secara sistimatis ke 
dalatn Pasal -pasal. 

Pasal 8 

Dalam jangka waktu 5 X 24 jam, Pimpinan BPD barus sudah mernpertimbangbn apakah 
Rancangan Peraturan Desa tersebut tidak atau belum diperlukan, atau diperiukan. 



Ayat (1) 

Cukupjclas 

Ayat (2) 

Naskah lengkap Peraturan Dcsa yang dijadikan lampiran Keputusan BPD, ditanda tangiun 
semua anggota BPD. Penandatanganan tersebut bulcan dimaksudkan untuk "menctapkan" 
melainkan - Penegasan" bahwa Peraturan Desa tersebui telah dibahas dan sesuai basil 
pembahasan serta telah diserujui. 

Ayat (3) 

Sejak ditelllpkan oleh Kepala Desa, Peraturan Desa mulai beriaku dan mcmpunyai 
kekuatan hokum sena mengilalt setiap orang yang ada di Dcsa. 

Ayat(4) 

Peraturan Dcsa hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa, tidak ditandatangiu,i setta oleh 
Ketua BPD karena BPD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa. 

Ayat (5) 

Cukupjelas 

Pa.tal 10 

Ayat (I) dan (2) 

Bentuk Pra Rancangan Peraturan Desa lihat peojelasan Pasal 7 ayat (1) 

Ayat (3) 

Unsur Pemerintah Dcsa yang barns hadir dalam pembahas.an, ditentukan oleh Ketua BPD. 

Paul 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Culrup jelas 
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rasal 14 

Keputusan Kepala Desa disini adalab : 

a. Keputusan Kepala Desa yang menetaplcan pelaksanaan dari Peraturan Desa ; dan 
b. Keputusan Kepala Desa yang bersifat Penetapan. 

Fasal15 

Ayat (I) 

Paling lama 30 (tiga puluh) hari adalab sejak tanggal Peraturan Desa dan Keputusan 
Kepala Desa diterima oleb Pemerintab Kabupaten Semarall$, 

Ayat (2) 

Culrup jelas 

Ayat (3) 

CuJrupjelas 

Pasal 16 

Culrup jelas 

Pasal 17 

Cukupjelas 

- 0 -



Menimbang 

Mengingat 

Lampiran iPeraturan Daerah Kabupaten 
Semarang 

BENTUK PERATURAN DESA 

Nomor B Tabun 2000 
Tanggal ,o - 1 o • a ooo 

PEMERINT AH DESA. .. ... .......... ... KECAMATAN ... ... ... ... ... . 
KABUPATEN SEMARANG 

PERATURAN DESA .. ....... ... ... ... .. . 
NOMOR .. ....... ..... T AHUN .. .. .. ..... . 

TENTANG 
AAAAA.AAAAA/\.AAA/\.AA.AAJ\/IAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAA.AAA/\.AAA/\.AA.AA.A1'oAAAAAAAAAAAAA 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEP ALA DESA ...... .... .. ... ... . 

a. bahwa 
aaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaua:aaaaaaaaaaaaaaaaaA3Aa 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ; 

b. bahwa 
aaaaaaaaaaaaaaaeaaaaauaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-,.aaaauaaaaa,aa 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ; 

a. dst . 

I. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pcmberuukan Daerab• 
daerab Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-undang Nomor 67 Tahuo 1958 te.niang Perubaban Batas-batas 
Wilayab Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tmgkat n Semarang 
(Lembaran Negara Tamm 1958 Nomor I 18, Tambaban Lembaran 
Negara Nomor 1652); 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 teniang .Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahuo 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839) ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahlltl 1976 tentsng Porluasan 
Kotsmadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahuo 
1976 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3079) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentsng Perubahan Batas 
Wilayah Kotarnadya Oattah Tingkat D Sa'.latiga dan Kabupaten Da«ah 
Tingkat D Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor .... .... Tahun 2000 
tentang Peraturan Desa ; 

7. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentsng Manual 
Penyu$11Dan Produk Hukum Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2000 Nomor 11) ; 

8. Ost ; 
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Memperhatikan Keputusao Badan Perwakilan Desa ... ... .... .. _ .. ... ... .. , .. .. .. .... . 

Meoetapkan 

Nomor : ...... .. .. .... tentang ......... .. , .... .. ; 

Dengan penetujuan 

BAD AN PERW AfCILAN OESA .. .... .. ..... ..... ,, .... . 

MEMUTIJSKAN : 

PERATURAN DESA TENTANG AAAAAAAA AAAAAAAA 
AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA AA.AAAA AAAAAAA AAA . 

BAB I 

Pasal 

Aa,i,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaia,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa3aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaauaaaaaaaaaaa-aaaaaaaaaaaaaaaaa,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

aaaaaaaaaaaaaa. 

Pasal 

( J) Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaa:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . 

(2)AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauaaaaaaaaaJt,8&88aaaaaaaa 
au uaaaaaaaauaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaa . 

BAB II 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Bagian KesalU 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Pasal 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa4aaaaaaaaaaaaaaa : 
a. aaaaaaaaaaaaaaaWaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa · 

I. aaaaaaaaaaailaaaaaaaaaaaaaa ; 
2. aaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaa ; 
3. aaaaaaaaaaa'8~aaaaaaaaaaaa . 

b. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.au,aaaaaaaaaaau ; 
c. aaaaaaaaaaaaaaaaaakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . 
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Bagian Kedua 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaae 

Pasal 

(1) Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
aaaa 
aaaaaaauaaa : 
a. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaa ; 
b. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauaaaaa ; 

I . aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaa : 
2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa : 

a). aaaaaaaaaaaaaaaaaaa:aaaaaaaaaaaaaaaaa; 
b). aaaaaaaaaaaaaaaaa•aaaaaaaa · 

I). aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa; 
2). aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . 

(2) Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . 

BABlll 

PENIJTUP· 

Pasal 

Peraturan Desa ini mulai betlaku pada tanggal ditetapl<an • 

Oitetapkan di Desa ... ..... .. ... .. 
Pada tanggal ... .. ..... . .. .. .. ..... . 

KEPALADESA ...... ......... . 

Nama terang tanpa gelar 

~NHJ~R/,;4 1 

':'i'~=TAMSIGiU.: 11-1'! .a.ooo 


